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Wilayah udara merupakan asset yang tidak hanya penting untuk pertahanan keamanan namun juga untuk
berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, pengelolaan wilayah udara antaralain
melalui perjanjian hubungan udara bilateral yang merupakan perjanjian diantara dua negara untuk mengatur
bagai mana penerbangan berjadwal suatu perusahaan penerbangan dapat dilaksanakan pada kedua negara
tersebut. Adanya perjanjian hubungan udara bilateral dimulai ketika pertemuan parawakil bangsa-bangsa
gagal menyepakati secara multilateral pertukaran hak-hak angkut pada Konperensi Chicago tahun 1944.
Indonesia hingga saat ini mempunyai 71 perjanjian hubungan udara bilateral. Masing-masing perjanjian
mempunyai karasteristik yang berbeda yang disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan masing-masing
Negara mitra. Dengan adanya kecenderungan liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi kecenderungan
global, kiranya diperlukan suatu perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang dapat mengakomodasi
kebutuhan mobilitas orang maupun barang yang aman, selamat, cepat, teratur dan ekonomis tanpa
mengabai kan keselamatan sehingga dapat meningkatkan peran strategis pertumbuhan ekonomi namun tetap
menyesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan nasional. Untuk mengantisipasi perubahan
global tersebut, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menyampaikan beberapa perumusan
perjanjian hubungan udara bilateral yang disarikan dare. 3600 perjanjian hubungan udara yang ada.
Penerapan model perumusan sebagai mana direkomendasikan oleh ICA O tersebut tentu harus diimbangi
dengan kebijakan yang tepat dan terarah agar hasilnya dapat benar-benar dinikmati oleh pengguna angkutan
udara pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

The air space is an important asset that can be used not only for security defense aspects, but also having the
important roles on social and economic issues. The arrangements of traffic rights for the implementation of
international air transport services for each country had been formulated through the Bilateral Air Services
Agreement mechanism between two countries. The bilateral air services agreement started when the
representative of nation failure to approved to exchange the traffic rights through multilateral agreement
approach in Chicago Convention 1944. To date, Indonesia has 71 (seventy one) Bilateral Air Services
Agreement with the partner countries. Each agreement have different characteristic according to the benefit
for the national interest. To anticipate the globalization era, which will influence the air transport industry, it
is necessary to define some models of bilateral air services agreement which could accommodate the needs
for the movement of passenger and goods rapidly, smoothly, securely and safely, by considering :<br>- To
increase the strategic of economic growth;<br>- To increase nation air carrier competitiveness. International
Civil Aviation.

Organization (ICAQO) had proposed some models of Bilateral Air Services Agreement which is summarized
from 3600 Bilateral Air Services Agreement registered. The implementation models of the Bilateral Air
Services Agreement as recommended by ICAO must be followed with the precise and reasonable policies
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for the benefit to all of the customer of air transport fields.



